
GUBERNUR KALIMANTAN UTARA 

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA 

NOMOR -P TAHUN 2022 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR 

23 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PENYALURAN BAGI HAS!L PAJAK 

DAERAH KEPADA PEMERJNTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA 

Menimbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR KAL!MANTAN UTARA, 

a. bahwa dalam rangka optimalisasi penyaluran bagi hasil 

pajak daerah dari Pemerintah Provinsi kepada 

Pemerintah Kabupaten/Kota, perlu penyesuaian 

terhadap pedoman pelaksanaannya; 

b. bahwa Peraturan Gubemur Kalimantan Utara Nomor 23 

Tahun 2019 ten tang Tata Cara Penyaluran Bagi Hasil 

Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, 

perlu dilakukan perubahan sesuai dengan kondisi dan 

perkembangan hukum saat ini; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Peraturan Gubemur Kalimantan Utara tentang 

Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Utara 

Nomor 23 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyaluran 

Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah 

Kabupaten/Kota; 

I .  Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 
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2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011  tentang 

Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan 

(Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan 

Lembaran Negara Republilc Indonesia Nomor 5234), 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan 

(Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang 

Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran 

Negara Republilc Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, 

Tambahan Lembaran Negara Republilc Indonesia Nomor 

5362); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang 

Undang Nomor 1 1  Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 

(Lembaran Negara Republilc Indonesia Tahun 2020 

Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6573); 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 

Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Repubiik 

Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran 

Negara Republilc Indonesia Nomor 6575); 
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6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Norn or 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Serita 

Negara Repubiik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum 

Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 157); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Serita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN 

UTARA NOMOR 23 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA 

PENYALURAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA 

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA. 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan 

Utara Nomor 23 Tahun 2019 ten tang Tata Cara Penyaluran 

Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota 

(Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019 Nomor 

23), diubah sebagai berikut: 
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I. Ketentuan Pasal I diubah, sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

Pasal I 

Dalam Peraturan Gubemur ini, yang dimaksud dengan: 

1 .  Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Utara. 

2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi 

Kalimantan Utara. 

3. Gubernur adalah Gubemur Provinsi Kalimantan Utara. 

4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi 

Kalimantan Utara. 

5. Supati/Walikota adalah Supati/Walikota di Provinsi 

Kalimantan Utara. 

6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN 

adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai 

pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada 

instansi di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan 

Utara. 

7. Sekretaris Dae rah adalah Sekretaris Daerah Provinsi 

Kalimantan Utara selaku Koordinator Pengelolaan 

Keuangan Daerah, Ketua Tim Anggaran Pemerintah 

Daerah dan Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang 

pada Saluan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat 

Daerah Provinsi Kalimantan Utara. 

8. Sadan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya 

disingkat SKAD adalah Sadan Pengelola Keuangan dan 

Aset Daerah Provinsi Kalimantan Utara. 

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya 

disingkat APSD adalah rencana keuangan tahunan 

Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui 

bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan 

Peraturan Daerah. 
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10. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah 

yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. 

1 1 .  Bagi Hasil Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Bagi 

Hasil adalah dana yang bersumber dari realisasi 

penerimaan Pajak Daerah berupa Pajak Kendaraan 

Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak 

Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air 

Permukaan dan Pajak Rokok yang dialokasikan dalam 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk 

Kabupaten/ Kota dengan memperhatikan potensi 

daerah penghasil berdasarkan angka persentase 

tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah sesuai 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

12. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat 

penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala 

Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah 

dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank 

yang ditetapkan. 

13. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat 

PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau 

penguasaan kendaraan bennotor. 

14. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya 

disingkat BBNKB adalah pajak atas penyerahan hak 

milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian 

dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang 

terjadi karenajual beli, tukar menukar, hibah, warisan, 

atau pemasukan ke dalam badan usaha. 

15. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang 

selanjutnya disingkat PBBKB adalah pajak atas 

penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor. 
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16. Pajak Air Permukaan yang selanjutnya disingkat PAP 

adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan 

air pennukaan. 

17. Dokumen Pelaksanaan Anggaran, yang selanjutnya 

disingkat DPA, adalah dokumen pelaksanaan anggaran 

yang dibuat oleh PPKD atas nama Gubernur 

Kalimantan Utara dan berfungsi sebagai dasar untuk 

melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran 

daerah dan pencairan dana atas beban APBD serta 

dokumen pendukung kegiatan akuntansi pemerintah. 

18. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat 

SPM, adalah dokumen yang diterbitkan oleh PA/KPA 

atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan 

alokasi dana yang bersumber dari DPA atau dokumen 

lain yang dipersamakan. 

19. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya 

disingkat SP2D, adalah surat perintah yang d.iterbitkan 

oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah untuk 

pelaksanaan pengeluaran 

berdasarkan SPM. 

atas be ban APBD 

2. Ketentuan ayat (1) Pasal 4 d.iubah, sehingga berbunyi 

sebagai berikut: 

Pasal4 

(1) Seluruh Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah 

dianggarkan secara bruto dalam APBD. 

(2) Penganggaran terhadap Alokasi Belanja Bagi Hasil 

Pajak Provinsi kepada Kabupaten/Kota yang 

selanjutnya dituangkan dalam APBD dalam kelompok 

Belanja Bagi Hasil kepada Kabupaten/ Kota ditetapkan 

berdasarkan: 
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a. target Penerimaan PKB setahun sebesar 30°/o (tiga 

puluh persen); 

b. target Penetimaan BBNKB setahun sebesar 30% (tiga 

puluh persen); 

c. target Penetimaan PBBKB setahun sebesar 70% 

[tujuh puluh persen); 

d. target Penetimaan PAP setahun sebesar 50% (lima 

puluh persen); 

e. target Penetimaan Pajak Rokok setahun sebesar 70% 

(tujuh puluh persen). 

3. Ketentuan ayat (!) Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi 

sebagai betikut: 

Pasal 5 

(!) Seluruh Penetimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah 

dianggarkan secara bruto sebagaimana dimaksud 

dalam pasal 4 ayat (!) jumlah pendapatan daerah yang 

dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang 

digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan 

tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian Pemetintah 

Pusat/ Daerah lain ya dalam rangka bagi hasil. 

(2) Bagi Hasil dibetikan kepada Kabupaten/Kota dengan 

ketentuan sebagai betikut: 

a. hasil penetimaan PKB dan BBNKB diserahkan 

kepada Kabupaten/Kota sebesar 30 % (tiga puluh 

persen); 

b. hasil penetimaan PBBKB diserahkan kepada 

Kabupaten/Kota sebesar 70 % (tujuh puluh persen); 

c. hasil penetimaan Pajak Rokok diserahkan kepada 

Kabupaten/ Kota sebesar 70 % (tujuh puluh persen); 
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d. hasil penerimaan PAP diserahkan kepada 

Kabupaten/Kota sebesar 50 % (lima puluh persen); 

e. khusus untuk penerimaan PAP dari sumber air yang 

berada hanya pada I (satu) wilayah Kabupaten/Kota, 

hasil penerimaan Pajak Air Permukaan dimaksud 

diserahkan kepada Kabupaten/Kota yang 

bersangkutan sebesar 80 % (delapan puluh persen). 

(3) Hasil Penerimaan PKB dan BBNKB sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) huruf a, yang menjadi dasar 

perhitungan dibagi berdasarkan: 

a. Realisasi penerimaan Kabupaten/Kota penghasil 

sebesar 60 % (enam puluh persen); dan 

b. Pemerataan untuk seluruh Kabupaten/Kota sebesar 

40 % (empat puluh persen). 

(4) Hasil Penerimaan PBBKB, Pajak Rokok, dan PAP 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, 

dan huruf d, dibagi berdasarkan: 

a. Realisasi penerimaan Kabupaten/Kota penghasil 

sebesar 70% (tujuh puluh persen); dan 

b. Pemerataan untuk seluruh Kabupaten/Kota sebesar 

30 % (tiga puluh persen). 

4. Ketentuan Pasal 6 huruf d angka I) diubah, sehingga 

berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 6 

Penyaluran Bagi Hasil dilaksanakan dengan mekanisme 

sebagai berikut: 

a. Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum 

Daerah Kabupaten/ Kota membuka rekening pada Bank 

Sentral/ Bank Umum dengan nama Rekening Kas 

Umum Daerah; 



- 9 - 

b. Penyaluran Bagi Hasil dilakukan setiap bulan dengan 

cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah 

Dae rah Urn um Kas Provinsi ke Rekening 

Kabupaten/Kota; 

c. Bendahara Pengeluaran SKPKD mengajukan Surat 

Permintaan Pembayaran (SPP-LS) kepada Pejabat 

Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) melalui PPK 

SKPKD); 

d. Surat Permintaan Pembayaran sebagaimana dimaksud 

pada huruf c, dilengkapi dengan dokumen antara lain: 

1) Surat pengantar pennintaan transfer Bagi Hasil dari 

Kepala Badan Pendapatan Dae rah Provinsi 

Kalimantan Utara; 

2) Keputusan Gubemur Kalimantan Utara tentang 

Penetapan Perhitungan Bagi Hasil Provinsi kepada 

Kabupaten/Kota; 

3) Surat Penyediaan Dana (SPD); 

4) Laporan penerimaan transfer bagi has ii 

kabupaten/kota bulan/ periode sebelumnya; 

5) Fotocopy rekening koran dari Rekening Kas Umum 

Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota; 

6) Khusus untuk penyaluran Triwulan IV dilengkapi 

dengan Berita Acara Hasil Rekonailiasi dengan 

Kabupaten/Kota. 

5. Ketentuan ayat (1) Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi 

sebagai berikut: 
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Pasal 8 

(1) Dalam rangka pelaksanaan anggaran Transfer ke 

Daerah, BKAD selaku Pejabat Pengelola Keuangan 

Daerah menerbitkan SPM sebagai perintah 

pembayaran. 

(2) SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (I) disampaikan 

kepada Bendahara Umum Daerah dan/atau Kuasa 

Bendahara Umum Oaerah Provinsi Kalimantan Utara. 

(3) Berdasarkan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2), Bendahara Umum Daerah dan/atau Kuasa 

Bendahara Umum Daerah menerbitkan SP2D sebagai 

perintah pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum 

Daerah Provinsi Kalimantan Utara ke Rekening Kas 

Umum Daerah Kabupaten/Kota. 

(4) Tata cara penerbitan SPM dan SP2D dilaksanakan 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

6. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 9 diubah, sehingga 

berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 9 

(!) BKAD mengirimkan permintaan konfirmasi atas 

penyaluran Transfer ke Daerah kepada masing-masing 

Bupati/Walikota, paling lambat 5 (lima) hari kerja 

setelah SP2D diterima dari Bendahara Umum Daerah 

Provinsi. 

(2) Kabupaten/Kota menyampaikan jawaban atas 

permintaan konfinnasi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (!) kepada BKAD paling lambat 5 (lima) hari kerja 

sete1ah permintaan konfinnasi tersebut diterima. 
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(3) Jawaban atas permintaan konfirmasi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) dengan format pada Lampiran 

yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 

peraturan ini, 

7. Ketentuan ayat (1) Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi 

sebagai berikut: 

Pasal 10 

( 1) Dalam rangka penyaluran transfer Bagi Hasil, 

Kabupaten/Kota wajib menyampaikan nomor rekening, 

narna rekening dan narna bank Sentral/Umum kepada 

BPKAD selaku Bendahara Umum Daerah Provinsi, 

paling lama rninggu pertarna bulan Desember sebelum 

tahun anggaran berikutnya, dengan melarnpirkan: 

a. Asli rekening koran dari Rekening Kas Umum 

Daerah; 

b. Fotocopy keputusan Bupati/Walikota mengenai 

penunjukan/ penetapan pejabat Bendahara Umum 

Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah yang 

disahkan oleh kepala daerah. 

(2) Dalarn ha! terdapat perubahan nomor rekening, nama 

rekening dan nama bank sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), Kabupaten/Kota menyampaikan perubahan 

tersebut dengan surat Bupati/Walikota dilarnpiri 

dengan asli rekening koran dan copy keputusan 

Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (!) 

huruf a dan b. 
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Pasal II 

Peraturan Gubemur ini rnulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Pera tu ran Gubemur ini dengan 

penempatannya dalam Serita Daerah Provinsi Kalimantan 

Utara. 

Ditetapkan di Tanjung Selor 

pada tanggal 19 De ember ?0?2 

GUSERNUR KALIMANTAN UTARA, 

ttd 

ZAINAL ARIFIN PALIWANG 

Diundangkan di Tanjung Selor 

pada tanggal 19  eeeeber- 2:022 

RAH PROVINS! KALIMANTAN UTARA 

SERITA DAERAH PROVINS! KALIMANTAN UTARA TAHUN 2022 NOMOR JI 
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Pasal II 

Peraturan Gubemur ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Pera tu ran Gubemur lill dengan 

penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan 

Utara. 

Ditetapkan di Tanjung Selor 

pada tanggal 1 9 Jesember "'Q;-2 

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, 

ttd 

ZAINAL ARIFIN PALIWANG 

Diundangkan di Tanjung Selor 1 9 Desember ?022 

pada tanggal 

BERITA DAERAH PROVlNSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2022 NOMOR YI 
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Pasal II 

Peraturan Gubemur ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

Agar setiap 

pengundangan Peraturan Gubemur 

memerintahkan 

ini dengan 

orang mengetahuinya, 

penempatannya dalam Serita Daerah Provinsi Kalimantan 

Utara. 

Ditetapkan di Tanjung Selor 

pada tanggal 19  •esember 2022 

GUSERNUR KALIMANTAN UTARA, 

ttd 

ZAJNAL ARIFIN PALIWANG 

Diundangkan di Tanjung Selor 

pada tanggal 19 !lesember 2022 

RAH PROVINS! KALIMANTAN UTARA 

SERITA DAERAH PROVINS! KALIMANTAN UTARA TAHUN 2022 NOMOR "57 



GUBERNUR KALIMANTAN UTARA 

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA 

NOMOR YT TAHUN 2022 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR 

23 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PENYALURAN BAGI HASIL PAJAK 

DAERAH KEPADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA 

Menimbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, 

a. bahwa dalam rangka optimalisasi penyaluran bagi hasiJ 

pajak daerah dari Pemerintah Provinsi kepada 

Pemerintah Kabupaten/Kota, perlu penyesuaian 

terhadap pedoman pelaksanaannya; 

b. bahwa Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 23 

Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyaluran Bagi Hasil 

Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, 

perlu dilakukan perubahan sesuai dengan konclisi dan 

perkembangan hukum saat ini; 

c. bahwa berdasarkan pertirnbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Peraturan Gubernur Kalimantan Utara tentang 

Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Utara 

Nomor 23 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyaluran 

Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah 

Kabupaten/Kota; 

I. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 
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2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan 

(Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan 

(Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang 

Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5362); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang 

Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6573); 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 

Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6575); 
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6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Serita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Menteri Oalam Negeri Nomor 

80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum 

Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 157); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Serita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR KALlMANTAN UTARA TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN 

UTARA NOMOR 23 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA 

PENYALURAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA 

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA. 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubemur Kalimantan 

Utara Nomor 23 Tahun 2019 ten tang Tata Cara Penyaluran 

Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota 

(Serita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019 Nomor 

23), d.iubah sebagai berikut: 
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I. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

Pasal I 

Dalam Peraturan Gubemur ini, yang c!imaksud dengan: 

1. Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Utara. 

2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi 

Kalimantan Utara. 

3. Gubemur adalah Gubernur Provinsi Kalimantan Utara. 

4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi 

Kalimantan Utara. 

5. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi 

Kalimantan Utara. 

6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN 

adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai 

pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada 

instansi di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan 

Utara. 

7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi 

Kalimantan Utara selaku Koordinator Pengelolaan 

Keuangan Daerah, Ketua Tim Anggaran Pemerintah 

Daerah dan Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang 

pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat 

Daerah Provinsi Kalimantan Utara. 

8. Badan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya 

disingkat BKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan 

Aset Daerah Provinsi Kalimantan Utara. 

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya 

disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan 

Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui 

bersarna oleh Pemerintah Daerah dan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan 

Peraturan Daerah. 
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10. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah 

yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. 

1 1 .  Bagi Hasil Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Bagi 

Hasil adalah dana yang bersumber dari realisasi 

penerimaan Pajak Daerah berupa Pajak Kendaraan 

Bennotor, Bea Batik Nama Kendaraan Bennotor, Pajak 

Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air 

Permukaan dan Pajak Rokok yang dialokasikan dalam 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk 

Kabupaten/Kota dengan memperhatikan potensi 

daerah penghasil berdasarkan angka persentase 

tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah sesuai 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

12. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat 

penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala 

Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah 

dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank 

yang ditetapkan. 

13. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat 

PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau 

penguasaan kendaraan bennotor. 

14. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya 

disingkat BBNKB adalah pajak atas penyerahan hak 

milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian 

dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang 

terjadi karenajual beli, tukar menukar, hibah, warisan, 

atau pemasukan ke dalam badan usaha. 

15. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang 

selanjutnya disingkat PBBKB adalah pajak atas 

penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor. 



- 6 - 

16. Pajak Air Permukaan yang selanjutnya disingkat PAP 

adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan 

air permukaan. 

17. Dokumen Pelaksanaan Anggaran, yang selanjutnya 

disingkat DPA, adalah dokumen pelaksanaan anggaran 

yang dibuat oleh PPKD atas nama Gubemur 

Kalimantan Utara dan berfungsi sebagai dasar untuk 

melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran 

daerah dan pencairan dana atas beban APBD serta 

dokumen pendukung kegiatan akuntansi pemerintah. 

18. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat 

SPM, adalah dokumen yang diterbitkan oleh PA/KPA 

atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan 

alokasi dana yang bersumber dari DPA atau dokumen 

lain yang dipersamakan. 

19. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya 

disingkat SP2D, adalah surat perintah yang diterbitkan 

oleh Kuasa Bendahara Umum 

pelaksanaan pengeluaran atas 

berdasarkan SPM. 

Dae rah 

be ban 

untuk 

APBD 

2. Ketentuan ayat (1) Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi 

sebagai berikut: 

Pasal 4 

( 1) Seluruh Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah 

dianggarkan secara bruto dalam APBD. 

(2) Penganggaran terhadap Alokasi Belanja Bagi Hasil 

Pajak Provinsi kepada Kabupaten/Kota yang 

selanjutnya dituangkan dalam APBD dalam kelompok 

Belanja Bagi Hasil kepada Kabupaten/ Kota ditetapkan 

berdasarkan: 
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a. target Penerirnaan PKB setahun sebesar 30% (tiga 

puluh persen); 

b. target Penerimaan BBNKB setahun sebesar 30% (tiga 

puluh persen); 

c. target Penerirnaan PBBKB setahun sebesar 70% 

(tujuh puluh persen); 

d. target Penerimaan PAP setahun sebesar 50% (lima 

puluh persen); 

e. target Penerimaan Pajak Rokok setahun sebesar 70"A, 

(tujuh puluh persen). 

3. Ketentuan ayat (I) Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi 

sebagai berikut: 

Pasal 5 

(1) Seluruh Penerirnaan Daerah dan Pengeluaran Daerah 

dianggarkan secara bruto sebagaimana dimaksud 

dalam pasal 4 ayat (I) jumlah pendapatan daerah yang 

dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang 

digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan 

terse but dan / a tau dikurangi dengan bagian Pemerintah 

Pusat/ Daerah lain ya dalam rangka bagi hasil. 

(2) Bagi Hasil diberikan kepada Kabupaten/Kota dengan 

ketentuan sebagai berikut: 

a. hasil penerimaan PKB dan BBNKB diserahkan 

kepada Kabupaten/Kota sebesar 30 % (tiga puluh 

persen); 

b. hasil penerimaan PBBKB diserahkan kepada 

Kabupaten/Kota sebesar 70 % (tujuh puluh persen); 

c. hasil penerimaan Pajak Rokok diserahkan kepada 

Kabupaten/Kota sebesar 70 % (tujuh puluh persen); 
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d. hasil penerimaan PAP diserahkan kepada 

Kabupaten/Kota sebesar 50 % (Lima puluh persen); 

e. khusus untuk penerimaan PAP dari sumber air yang 

berada hanya pada I (satu) wilayah Kabupaten/Kota, 

hasil penerimaan Pajak Air Permukaan dimaksud 

diserahkan kepada Kabupaten/ Kata yang 

bersangkutan sebesar 80 % (delapan puluh persen). 

(3) Hasil Penerimaan PKB dan BBNKB sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) huruf a, yang menjadi dasar 

perhitungan dibagi berdasarkan: 

a. Realisasi penerimaan Kabupaten/Kota penghasil 

sebesar 60 % {enam puluh persen); dan 

b. Pemerataan untuk seluruh Kabupaten/Kota sebesar 

40 % (empat puluh persen). 

(4) Hasil Penerimaan PBBKB, Pajak Rokok, dan PAP 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, 

dan huruf d, dibagi berdasarkan: 

a. Realisasi penerimaan Kabupaten/Kota penghasil 

sebesar 70% (tujuh puluh persen); dan 

b. Pemerataan untuk seluruh Kabupaten/Kota sebesar 

30 % (tiga puluh persen). 

4. Ketentuan Pasal 6 huruf d angka !) diubah, sehingga 

berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 6 

Penyaluran Bagi Hasil dilaksanakan dengan mekanisme 

sebagai berikut: 

a. Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum 

Daerah Kabupaten/Kota membuka rekening pada Bank 

Sentral/ Bank Umum dengan nama Rekening Kas 

Umum Daerah; 
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b. Penyaluran Bagi Hasil clilakukan setiap bulan dengan 

cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah 

Provinsi ke Rekening Kas Umum Daerah 

Kabupaten/Kota; 

c. Bendahara Pengeluaran SKPKD mengajukan Surat 

Permintaan Pembayaran (SPP-LS} kepada Pejabat 

Pengelola Keuangan Daerah (PPKD} melalui PPK 

SKPKD); 

d. Surat Permintaan Pembayaran sebagaimana dimaksud 

pada huruf c, dilengkapi dengan dokumen antara lain: 

1) Surat pengantar permintaan transfer Bagi Hasil dari 

Kepala Sadan Pendapatan Daerah Provinsi 

Kalimantan Utara; 

2} Keputusan Gubemur Kalimantan Utara tentang 

Penetapan Perhitungan Bagi Hasil Provinsi kepada 

Kabupaten/Kota; 

3) Surat Penyediaan Dana (SPD); 

4) Laporan penerimaan transfer bagi hasil 

kabupaten/kota bulan/ periode sebelumnya; 

5} Fotocopy rekening koran dari Rekening Kas Umum 

Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota; 

6) Khusus untuk penyaluran Triwulan IV dilengkapi 

dengan Serita Acara Hasil Rekonsiliasi dengan 

Kabupaten/Kota. 

5. Ketentuan ayat ( 1) Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi 

sebagai berikut: 
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Pasal 8 

(I) Dalam rangka pelaksanaan anggaran Transfer ke 

Daerah, BKAD selaku Pejabat Pengelola Keuangan 

Daerah menerbitkan SPM sebagai perintah 

pembayaran. 

(2) SPM sebagaimana dirnaksud pada ayat (I) clisampaikan 

kepada Bendahara Umum Daerah dan/atau Kuasa 

Bendahara Umum Daerah Provinsi Kalimantan Utara. 

(3) Berdasarkan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2), Bendahara Umum Daerah dan/atau Kuasa 

Bendahara Umum Daerah menerbitkan SP2D sebagai 

perintah pernindahbukuan dari Rekening Kas Umum 

Daerah Provinsi Kalimantan Utara ke Rekening Kas 

Umum Daerah Kabupaten/Kota. 

(4) Tata cara penerbitan SPM dan SP2D dilaksanakan 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

6. Ketentuan ayat (!) dan ayat (2) Pasal 9 diubah, sehingga 

berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 9 

(I) BKAD mengirimkan permin taan konfirmasi atas 

penyaluran Transfer ke Daerah kepada masing-masing 

Bupati/Walikota, paling lambat 5 (lima) hari kerja 

setelah SP2D diterima dari Bendahara Umum Daerah 

Provinsi. 

(2) Kabupaten/ Kola menyampaikan jawaban atas 

pennintaan konfrrmasi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (!) kepada BKAD paling lambat 5 (tima) hari kerja 

setelah permintaan konfinnasi tersebut diterima. 
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(3) Jawaban atas permintaan konfirmasi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) dengan format pada Lampiran 

yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 

peraturan ini. 

7. Ketentuan ayat (1) Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi 

sebagai berikut: 

Pasal 10 

(1)  Dalam rangka penyaluran transfer Bagi Hasil, 

Kabupaten/ Kota wajib menyampaikan nomor rekening, 

nama rekening dan nama bank Sentral/Umum kepada 

BPKAD selaku Bendahara Umum Daerah Provinsi, 

paling lama minggu pertama bulan Desember sebelum 

tahun anggaran berikutnya, dengan melampirkan: 

a. Asli rekening koran dari Rekening Kas Umum 

Daerah; 

b. Fotocopy keputusan Bupati/Walikota mengenai 

penunjukan/ penetapan pejabat Bendahara Umum 

Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah yang 

disahkan oleh kepala daerah. 

(2) Dalam hal terdapat perubahan nomor rekening, nama 

rekening dan nama bank sebagaimana dirnaksud pada 

ayat (1), Kabupaten/Kota menyampaikan perubahan 

tersebut dengan surat Bupati/Walikota dilampiri 

dengan asli rekening koran dan copy keputusan 

Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf a dan b. 



GUBERNUR KALIMANTAN UTARA 

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA 

NO MOR YI TAHUN 2022 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR 

23 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PENYALURAN BAGI HASIL PAJAK 

DAERAH KEPADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA 

Menimbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, 

a. bahwa dalam rangka optimalisasi penyaluran bagi hasil 

pajak daerah dari Pemerintah Provinsi kepada 

Pemerintah Kabupaten/Kota, perlu penyesuaian 

terhadap pedoman pelaksanaannya; 

b. bahwa Peraturan Gubemur Kalimantan Utara Nomor 23 

Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyaluran Bagi Hasil 

Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, 

perlu dilakukan perubahan sesuai dengan kondisi dan 

perkembangan hukum saat ini; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Peraturan Gubemur Kalimantan Utara tentang 

Perubahan Atas Peraturan Gubemur Kalimantan Utara 

Nomor 23 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyaluran 

Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah 

Kabupaten/Kota; 

I.  Pasal 18 ayat (6} Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 



SERITA DAERAH PROVINS! KALIMANTAN UTARA TAHUN 2022 NOMOR st 

penempatannya dalam Serita Daerah Provinsi Kalimantan 

Utara. 

Pasal II 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

dengan ini Gubernur 

ZAIN AL ARll'IN PALIW ANG 

Ditetapkan di Tanjung Selor 

pada tanggal 19 Jesember �o;-2 

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, 

L 

- 12 - 

Peraturan pengundangan 
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Pasal II 

Peraturan Gubemur ini mulai berlalru pada tanggal 

diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Gubemur ini dengan 

penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan 

Utara. 

Ditetapkan di Tanjung Selor 

pada tanggal 1 9 Desember 0022 

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, 

L 
ZA!NAL ARIFIN PALIW ANG 

BERITA DAERAH PROVINS! KALIMANTAN UTARA TAHUN 2022 NOMOR YI 
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Pasal II 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Gubemur ini dengan 

penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan 

Utara. 

Ditetapkan di Tanjung Selor 

pada tanggal 1 9 Deeetaber- 2022 

GUBERNUR KALlMANTAN UTARA, 

ZAlNAL ARIFIN PALIWANG 

BERITA DAERAH PROVJNSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2022 NOMOR YI 

Dr.I\- �""""If••, 11. >,t> 

v,-. r,..,,. �;. ov,; 
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2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan 

(Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), 

sebagaimana telah d.iubah dengan Undang-Undang 

Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomor I 2 Tahun 2011 ten tang 

Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan 

(Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang 

Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5362); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah beberapa ka1i terakhir dengan Undang 

Undang Nomor 1 1  Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6573); 

5. Undang-Undang Nomor I Tahun 2022 tentang 

Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6575); 
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6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik tndonesia Nomor 6322); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 157); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah [Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN 

UTARA NOMOR 23 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA 

PENYALURAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA 

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA. 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubemur Kalimantan 

Utara Nomor 23 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyaluran 

Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota 

(Serita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019 Nomor 

23), d.iubah sebagai berikut: 
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I. Ketentuan Pasal I diubah, sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Gubemur ini, yang dima.ksud dengan: 

1. Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Utara. 

2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi 

Kalimantan U tara. 

3. Gubemur adalah Gubemur Provinsi Kalimantan Utara. 

4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi 

Kalimantan Utara. 

5. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi 

Kalimantan Utara. 

6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN 

adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai 

pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada 

instansi di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan 

Utara. 

7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi 

Kalimantan Utara selaku Koordinator Pengelolaan 

Keuangan Oaerah, Ketua Tim Anggaran Pemerintah 

Daerah dan Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang 

pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat 

Daerah Provinsi Kalimantan Utara. 

8. Badan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya 

disingkat BKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan 

Aset Daerah Provinsi Kalimantan Utara. 

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya 

disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan 

Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui 

bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan 

Peraturan Daerah. 
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10. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah 

yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. 

1 1 .  Bagi Hasil Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Bagi 

Hasil adalah dana yang bersumber dari realisasi 

penerimaan Pajak Daerah berupa Pajak Kendaraan 

Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak 

Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air 

Permukaan dan Pajak Rokok yang dialokasikan dalam 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk 

Kabupaten/Kota dengan memperhatikan potensi 

daerah penghasil berdasarkan angka persentase 

tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah sesuai 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

12. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat 

penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala 

Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah 

dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank 

yang ditetapkan. 

13. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat 

PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau 

penguasaan kendaraan berrnotor. 

14. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya 

disingkat BBNKB adalah pajak atas penyerahan hak 

milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian 

dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang 

terjadi karenajual beli, tukar menukar, hibah, warisan, 

atau pemasukan ke dalam badan usaha. 

15. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang 

selanjutnya disingkat PBBKB adalah pajak atas 

penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor. 
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16. Pajak Air Permukaan yang selanjutnya disingkat PAP 

adalah pajak atas pengarnbilan dan/atau pemanfaatan 

air pennukaan. 

17. Dokumen Pelaksanaan Anggaran, yang selanjutnya 

disingkat DPA, adalah dokumen pelaksanaan anggaran 

yang dibuat oleh PPKD atas narna Gubemur 

Kalimantan Utara dan berfungsi sebagai dasar untuk 

melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran 

daerah dan pencairan dana atas beban APBD serta 

dokumen pendukung kegiatan akuntansi pemerintah. 

18. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat 

SPM, adalah dokumen yang diterbitkan oleh PA/KPA 

atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan 

alokasi dana yang bersumber dari DPA atau dokumen 

lain yang dipersarnakan. 

19. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya 

disingkat SP2D, adalah surat perintah yang diterbitkan 

oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah untuk 

pelaksanaan pengeluaran atas beban APBD 

berdasarkan SPM. 

2. Ketentuan ayat (1) Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi 

sebagai berikut: 

Pasal 4 

(1) Seluruh Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah 

dianggarkan secara bruto dalam APBD. 

(2) Penganggaran terhadap Alokasi Belanja Bagi Hasil 

Pajak Provinsi kepada Kabupaten/Kota yang 

selanjutnya dituangkan dalam APBD dalarn kelompok 

Belanja Bagi Hasil kepada Kabupaten/Kota ditetapkan 

berdasarkan: 
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a. target Penerimaan PKB setahun sebesar 30% (tiga 

puluh persen); 

b. target Penerimaan BBNKB setahun sebesar 30% (tiga 

puluh persen); 

c. target Penerimaan PBBKB setahun sebesar 70% 

(tujuh puluh persen); 

d. target Penerimaan PAP setahun sebesar 50% (lima 

puluh persen); 

e. target Penerimaan Pajak Rokok setahun sebesar 70% 

(tujuh puluh persen). 

3. Ketentuan ayat (I) Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi 

sebagai berikut: 

Pasal 5 

(!) Seluruh Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah 

dianggarkan secara bruto sebagaimana dimaksud 

dalam pasal 4 ayat (!) jumlah pendapatan daerah yang 

dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang 

digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan 

tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian Pemerintah 

Pusat/ Daerah lain ya dalam rangka bagi hasil. 

(2) Bagi Hasil diberikan kepada Kabupaten/Kota dengan 

ketentuan sebagai berikut: 

a. hasil penerimaan PKB dan BBNKB diserahkan 

kepada Kabupaten/Kota sebesar 30 % (tiga puluh 

persen); 

b. hasil penerimaan PBBKB diserahkan kepada 

Kabupaten/Kota sebesar 70 % (tujuh puluh persen); 

c. hasil penerimaan Pajak Rokok diserahkan kepada 

Kabupaten/ Kota sebesar 70 % (tujuh puluh persen); 
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d. hasil penerimaan PAP diserahkan kepada 

Kabupaten/Kota sebesar 50 % (lima puluh persen]; 

e. khusus untuk penerimaan PAP dari sumber air yang 

berada hanya pada I (satu) wilayah Kabupaten/Kota, 

hasil penerimaan Pajak Air Permukaan dimaksud 

diserahkan kepada Kabupaten/Kota yang 

bersangkutan sebesar 80 % (delapan puluh persen). 

(3) Hasil Penerimaan PKB dan BBNKB sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) huruf a, yang menjadi dasar 

perhitungan dibagi berdasarkan: 

a. Realisasi penerimaan Kabupaten/Kota penghasil 

sebesar 60 % (enam puluh persen); dan 

b. Pernerataan untuk seluruh Kabupaten/Kota sebesar 

40 % (empat puluh persen). 

(4) Hasil Penerimaan PBBKB, Pajak Rokok, dan PAP 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, 

dan huruf d, dibagi berdasarkan: 

a. Realisasi penerimaan Kabupaten/Kota penghasil 

sebesar 70% (tujuh puluh persen); dan 

b. Pemerataan untuk seluruh Kabupaten/Kota sebesar 

30 % (tiga puluh persen). 

4. Ketentuan Pasal 6 huruf d angka 1) diubah, sehingga 

berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 6 

Penyaluran Bagi Hasil dilaksanakan dengan mekanisme 

sebagai berikut: 

a. Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum 

Daerah Kabupaten/Kota membuka rekening pada Bank 

Sentral/ Bank Umum dengan nama Rekening Kas 

Umum Daerah; 
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b. Penyaluran Bagi Hasil dilakukan setiap bulan dengan 

cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah 

Provinsi ke Rekening Kas Um um Daerah 

Kabupaten/Kota; 

c. Bendahara Pengeluaran SKPKD mengajukan Surat 

Permintaan Pembayaran (SPP-LS) kepada Pejabat 

Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) melalui PPK 

SKPKD); 

d. Surat Permintaan Pembayaran sebagaimana dimaksud 

pada huruf c, dilengkapi dengan dokumen antara lain: 

I) Surat pengantar permintaan transfer Bagi Hasil dari 

Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi 

Kalimantan Utara; 

2) Keputusan Gubemur Kalirnantan Utara tentang 

Penetapan Perhitungan Bagi Hasil Provinsi kepada 

Kabupaten/Kota; 

3) Surat Penyediaan Dana (SPD); 

4) Laporan penerimaan transfer bagi has ii 

kabupaten/kota bulan/ periode sebelumnya; 

5) Fotocopy rekening koran dari Rekening Kas Umum 

Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota; 

6) Khusus untuk penyaluran Triwulan IV dilengkapi 

dengan Serita Acara Hasil Rekonsiliasi dengan 

Kabupaten/Kota. 

5. Ketentuan ayat (I )  Pasal 8 diu bah, sehingga berbunyi 

sebagai berikut: 
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Pasal 8 

(1) Dalam rangka pelaksanaan anggaran Transfer ke 

Daerah, BKAD selaku Pejabat Pengelola Keuangan 

Daerah menerbitkan SPM sebagai perintah 

pembayaran. 

(2) SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan 

kepada Bendahara Umum Daerah dan/atau Kuasa 

Bendahara Umum Daerah Provinsi Kalimantan Utara. 

(3) Berdasarkan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2), Bendahara Umum Daerah dan/atau Kuasa 

Bendahara Umum Daerah menerbitkan SP2D sebagai 

perintah pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum 

Daerah Provinsi Kalimantan Utara ke Rekening Kas 

Umum Daerah Kabupaten/Kota. 

(4) Tata cara penerbitan SPM dan SP2D dilaksanakan 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

6. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 9 diubah, sehingga 

berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 9 

( 1) BKAD mengirimkan permintaan konfirmasi atas 

penyaluran Transfer ke Daerah kepada masing-masing 

Bupati/Walikota, paling lambat 5 (lima) hari kerja 

setelah SP2D diterima dari Bendahara Umum Daerah 

Provinsi. 

(2) Kabupaten/Kota menyampaikan jawaban alas 

permintaan konfirrnasi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) kepada BKAD paling lambat 5 (lima) hari kerja 

setelah permintaan konfirmasi tersebut diterima. 
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(3) Jawaban atas pennintaan konfinnasi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) dengan format pada Lampiran 

yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 

peraturan ini. 

7. Ketentuan ayat (I) Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi 

sebagai berikut: 

Pasal 10 

(1) Dalam rangka penyaluran transfer Bagi Hasil, 

Kabupaten/Kota wajib menyampaikan nomor rekening, 

nama rekening dan nama bank Sentral/Umum kepada 

BPKAD selaku Bendahara Umum Daerah Provinsi, 

paling lama minggu pertama bulan Desember sebelum 

tah u n anggaran beriku tnya, dengan me lam pirkan: 

a. Asli rekening koran dari Rekening Kas Umum 

Daerah; 

b. Fotocopy keputusan Bupati/Walikota mengenai 

penunjukan/ penetapan pejabat Bendahara Umum 

Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah yang 

disahkan oleh kepala daerah. 

(2) Dalam hal terdapat perubahan nomor rekening, nama 

rekening dan nama bank sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), Kabupaten/Kota menyampaikan perubahan 

tersebut dengan surat Bupati/Walikota dilampiri 

dengan asli rekening koran dan copy keputusan 

Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (!) 

huruf a dan b. 


